
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR : 165 I HK / KEP I 2Ot4

TENTANG
PEMBBRIAN IZIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI

(SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN} SD.SMP NEGERI
SATU ATAP, SBKOLAH MENENGAH ATAS NEGBRI (SMAN),

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

Menimbang: a.

BUPATI ALOR,

bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan
kepastian layanan pendidikan serta percepatan
penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka sebagai
wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
sumber daya manusia dipandang perlu adanya
Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri,
Sekolah Menengah Pertama Negeri, SD-SMP Negeri Satu
Atap, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri;

bahwa nama-nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah
memenuhi persyaratan teknis pendidikan untuk diberikan
Izin Pendirian Keiembagaan; .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud,
dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberian lzin pendirian
Kelembagaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kabupaten Alor;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952l';

Mengingat : 1.

b.

c.

o



3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor TB, Tambahan Lembaran Negara
Republik hldonesia Nomor a301);

4. Undang-Undang Nomor Z2 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik'.
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah
diubah beberapa ka-li, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarab
Negara Republik Indonesia Nomor a&4al;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa22l;

6. undang-undang Nomor 14 Tahun 200s tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor tg rahun 2005 tentang
standar Nasional Pendidikan (Lembaran, Negara Republi[
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelengguraa,
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ripublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oar tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah propinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aT3T);

l
10. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor

060 lU l2OO2 tentang pedoman pendirian Sekolah;
1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Aior 4 Tahun 2oor tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten
Alor Tahun 2oor Nomor 4, Tambahan Lembaran Dierah
Kabupaten 426\;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2oog
tentang Rerrcana pembangunan Jangka panjang Daerah
Kabupaten Alor Tahun 2oas-2o2s (Lembaran Daerah
Kabupateni Ator Tahun 2oog Nomor 35, Tambahan
lembaran Daerah kabupaten Alor Nomor 46g);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Aror Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2010-2014 (Lembaran oaerah Kabulaten Alor
Tahun 2010 Nomor BT , Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Alor Nomor 4TA\

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Memberikan rzin Pendirian Kelembagaan kepada unit
sekoiah sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Atas
Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Nigeri di
Kabupaten Alor dengan nalna dan lokasi iekolah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tatakerja sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia; Nomor O29S / O / IgTg; Nomor 034
/ O /1977; Nomor O3S I O lt99T.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan baik
secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah
tersebut untuk mencapai visi - misi pendidikan yang
teiah ditetapkan.

S-egala biaya ya:g -timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran eendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Alor aan sumber-sumber talnyang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinlla apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapannya.

KETIGA

KBEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di Katabahi
a tanggal, 29 April2Ol4

A



Tembusan,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dengan hormat disarnpaikan kepada :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Menteri Koordinalor Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
Menteri Dalam Ndgeri di Jakarta;
Menteri Pendayaan Aparatur Negara di Jakarta;
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian wegaridi Jakarta;
Kepaia Badan Pemeriksa Keuangan di Jakaria;
Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
sekjen, Irjen Kepala Badan penelitian dan pengembangan
Pendidikan Nasional di Jakarta;
Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga provinsi Nusa
Tenggara Timur di Kupang;
Ketua DPRD Kabupaten Alor di Ka_labahi;
Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Kupang;
Ketua BAPPEDA Kabupaten Alor di Kalabahi;
Kepala Badan Kearsipan dan perpustakaan Daerah Kabupaten
Alor di Kalabahi; dan
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi.

10.

11.
T2,
13.
14.

15.
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN.tsUPATI ALOR
NOMOR : tST /HK/KEP/}OL4
TANGGAL : 29 April 2AA

IZIN.PENDIRIAN KELEMBAGAAN SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
DI KABUPATEN ALOR

I

4
4

NAMA SEKOLAH DESA/KEL.
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